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PUTUSAN
Nomor 0284/Pdt.G/2014/PA.Bky

o e el

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikutdalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM,
pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang,
sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 14 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bengkayang, dengan Nomor 0284/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 23 September 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 26 September 2001;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah
dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1 umur 14
tahun dan ANAK 2 umur 9 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam
asuhan Pemohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah
tempat tinggal terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian
berpisah pada tahun 2008;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis namun pada bulan Oktober 2008 Termohon meminta izin kepada
Pemohon untuk bekerja di Malaysia dan Pemohon mengizinkan Termohon;

5. Bahwa, awal keberangkatan Termohon ke Malaysia, komunikasi antara

Pemohon dan Termohon masih lancar, namun sejak tahun 2011
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komunikasi sudah tidak lancar, karena handpone Termohon sudah tidak
dapat dihubungi/tidak aktif;

6. Bahwa, sekitar bulan Desember 2012 Termohon pulang dari Malaysia,
namun Termohon tidak pulang menemui Pemohon tetapi pulang ke rumah
orang tua Termohon kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah
orang tua Termohon. Pemohon mengajak Termohon kembali ke
Singkawang akan tetapi Termohon, bahkan Termohon mengatakan akan
berangkat lagi ke Malaysia dan Pemohon melarang akan tetapi Termohon
tetap berangkat ke Malaysia;

7. Bahwa, sejak keberangkatan ke dua Termohon ke Malaysia, tidak pernah
ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon telah
berusaha untuk meminta nomor handpone Termohon di Malaysia tetapi
pihak keluarga Termohon tidak mau memberi;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama
Termohon dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Bengkayang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapatlain, mohon putusan yang seadil -

adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali hidup
bersama dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya
dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 26
September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup, telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Surat keterangan Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober

2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sungai Wie, Kecamatan Tengah,
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Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda ( P.2.)

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya
sebagai berikut:

1. SAKSI1 |, umur43tahun,menerangkan :

- Bahwa,saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksiadalah Kakak
kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun2001 yang lalu dan
telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam
asuhan Pemohon;

- Bahwa,setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orangtua Termohon, dan berpisah pada tahun 2008;

-Bahwa pada tahun 2008, Termohon pergi ke Malaysia dengan seizin
Pemohon, dan pada tahun 2012Termohon pulang kerumah orang tua
Termohon di Bengkayang, namun tidak bertemu dengan Pemohon, dan
sejak itu sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama
kurang lebih selama 6 tahun;

- Bahwa, Termohontidak pernah pulang untuk menemui Pemohon, tidak
pernah mengirim kabar, juga tidak diketahui alamatnya,;

- Bahwa,saksi sudah berusaha mencari dengan bertanya kepada keluarga
dan teman-teman Termohon, namun tidak diketahui keberadaan Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
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2. SAKSI 2 , umur40 tahun, menerangkan :

- Bahwa,saksi adalah Kakak kandung Pemohon;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun2001 dan telah
dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan
Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua
Termohon, dan berpisah sejak 6 tahun yang lalu karena Termohon pergi ke
Malaysia;

- Bahwa, Termohon pernah pulangke rumah orang tuanya namun tidak
pernah menemui Pemohon, serta tidak pernah mengirim kabar kepada
Pemohon, jugatidak diketahui alamatnya;

- Bahwa,saksi sudah berusaha mencari dengan bertanya kepada keluarga
dan teman-teman Termohon, namun tidak diketahui keberadaan Termohon,;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah
cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya tetap
pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan
yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan
pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya
permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi, bermaterai cukup
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat
formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu
bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan
hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Termohon tidak
diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga dapat
dikategorikan dalam perkara “gaib”;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata
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ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh
karenanya maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat
diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan
alasan yang manatelah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi SAKSI1 ,umur 43 tahun, dan
SAKSI 2 , umur 40 tahun. keduanya adalah tidak terlarang untuk memberikan
kesaksian, dan berada di bawah sumpah serta secara terpisah telah
memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, keterangan
mana antara saksi tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai
keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6
tahun (sejak tahun 2008). Termohonpergi ke Malaysia dengan seizin Pemohon
tanpa pernah memberi kabar serta keberadaannya, meskipun pernah pulang
pada tahun 2012 namun tidak menemui Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan Pemohon

mengetahui kepergian Termohon ke Malaysia, namun kepergian Termohon
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yang selama sekitar enam tahun tidak memberi kabar maupun keberadaannya
kepada Pemohonadalah diluar kewajaran, sehingga dengan demikian telah
dapat dinyatakan bahwa kepergian Termohon dengan tanpa diketahui
keadaannya adalah tanpa alasan yang sah, dan Termohon telah nyata tidak
memiliki kemauan untuk kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-
Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan
kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati
Pemohon agartidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga
Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada
harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa
mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka,
bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini
justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin
yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Pemohon. Sehingga dengan
demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum yakni sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak
terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukumyang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon
terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizin kan
kepada Termohon adalah talak satu raj’i sesuai dengan firman Allah SWT
dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebutdi
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka
permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera
Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon
dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh
karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya
perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus
dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-
benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah
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diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Bengkayang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 286.000,- (duaratus delapan puluh enamribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 24 Februari

2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H. oleh kami
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Muhammad Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan
Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta
dibantu Asnul, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,
TTD TTD

1. Firman Wahyudi, S.HI Muhammad Rezani, S.HI
TTD

2.Dendi Abdurrosyid, S.HI

PANITERA PENGGANTI,
TTD
Asnul, S.HI
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. BiayaATK : Rp. 50.000,-
3. BiayaPanggilan Pemohon : Rp. 65.000,-
4. BiayaPanggilan Termohon : Rp. 130.000,-
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5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi . Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 286.000,-
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